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Abstrak

"Strategi Dinas Perhubungan dalam Manajemen Kemacetan sebagai Upaya
Meningkatkan Layanan Kebutuhan Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka" dipilih
karena strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
dalam melayani kebutuhan lalu lintas terkait manajemen kemacetan belum
dimaksimalkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi yang
diusulkan oleh Chandler (Rangkuti, 2001:3) dengan indikator termasuk tujuan dan
arah jangka panjang, program tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan
data termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama adalah
Kepala Divisi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, masyarakat
umum yang menggunakan jalan, dan sopir angkutan umum yang menggunakan rute
tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa program untuk mengatasi
kemacetan lalu lintas di Kabupaten Majalengka telah dilakukan dengan prosedur
operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam prosedur operasi standar tersebut,
Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mengadakan rapat untuk membahas
program-program yang akan dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Setelah program ditetapkan, program tersebut direalisasikan meskipun
indikasinya belum optimal. Program tindak lanjut dalam strategi pelayanan lalu lintas
meliputi pengendalian seksi, jalan satu arah, dan pengendalian persimpangan. Dan
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta visi
dan misi Badan yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
telah menyediakan sumber daya manusia seperti petugas di lapangan meskipun
kualitas sumber daya pendukung atau petugas tersebut belum optimal.
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Kata kunci: Strategi, Layanan Lalu Lintas, Kemacetan
Abstract

"Strategy of the Transportation Agency in Congestion Management
as an Effort to Improve Traffic Needs Services in Majalengka Regency"”
was chosen because the strategy implemented by the Transportation
Agency of Majalengka Regency in serving traffic needs related to
congestion management has not been maximized. The theory used in this
study is the theory of strategy proposed by Chandler (Rangkuti, 2001:3)
with indicators including long-term goals and directions, follow-up
programs, and resource allocation priorities. The research method used is
a qualitative approach with data collection methods including interviews,
observations, and documentation, with the main informants being the Head
of Traffic Division of the Transportation Agency of Majalengka Regency,
the general public who use roads, and public transportation drivers who
use the route.

Based on the results of this study, it was found that the program to
overcome traffic congestion in Majalengka Regency has been with the
established standard operating procedure (SOP), in the standard operating
procedure, the Majalengka Regency Transportation Agency held meetings
to discuss programs that would be implemented short-term and long-term
programs, after the program was decided, the program was realized even
though it was indicated that it was not yet optimal. Follow-up programs in
the traffic service strategy include controlling sections, one-way roads, and
controlling intersections. And in carrying out tasks in accordance with the
vision and mission of the elected regional head and the vision and mission
of the Agency that have been established, the Majalengka Regency
Transportation Agency has provided human resources such as officers in
the field even though the quality of supporting resources or officers is not
yet optimal.

Keywords: Strategy, TrafficServices,Congestion

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah
sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu
lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga
akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan
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bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara.
Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena
masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila
masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan
menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan
dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Kemacetan merupakan masalah lalu lintas yang dihadapi oleh negara
berkembang seperti di Indonesia dan hal ini juga terjadi di daerah padat.
Kemacetan yang sudah sering terjadi di daerah pusat pada waktu terjadinya
rutin terutama pada waktu-waktu seperti jam pergi kantor, jam pulang
kantor, akhir pekan dan hari libur. Banyak dampak yang terjadi oleh
kemacetan yang ebrsifat negatif.

Ditinjau dari berbagai aspek, kemacetan menimbulkan banyak
kerugian baik dari segi materi, waktu dan tenaga. Seperti dari aspek
ekonomi kemacetan menghambar produksi dan distribusi sehingga laju
perekonomian menjadi terganggu. Dari aspek kesehatan pun, kemacetan
menyumbangkan dampak negatif yang memperngaruhi kodnisi fisik dan
psikis para pengguna lalu lintas, terlebih lagi bagi mereka yang kemudian
melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar dan lain sebagainya.

Terjadinya kemacetan adalah sebagai akibat dari ketidakseimbangan
jaringan lalu lintas yang ada, yaitu adanya penumpukan kendaraan yang
menyebabkan kepadatan lalu lintas pada suatu jaringan jalan tertentu
menjadi tinggi sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat bahkan terhenti.
Penyebabnya meliputi peningkatan jumlah kendaraan, infrastruktur jalan
yang kurang memadai, kurangnya penertiban lalu lintas, dan perilaku
pengemudi yang tidak disiplin. Dampaknya termasuk peningkatan biaya
operasional kendaraan, penurunan produktivitas, peningkatan polusi udara,
dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pada

Dapat dilihat bahwa penyebab utama kemacetan di Indonesia adalah
volume kendaraan yang terus meningkat, kurangnya infrastruktur jalan
yang memadai, rendahnya kualitas transportasi umum, serta rendahnya
kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan, peningkatan jumlah kendaraan
bermotor, kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai, kurangnya
penertiban dan pengawasan dalam berlalu lintas, serta perilaku pengemudi
yang tidak disiplin seperti parkir sembarangan dan melanggar aturan lalu
lintas. Selain itu, kemacetan juga disebabkan oleh adanya kegiatan
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pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik, kebijakan
pengaturan lalu lintas yang kurang tepat. Salah satu upaya untuk
menyeimbangkan jaringan lalu lintas supaya arus lalu lintas menjadi
optimal yaitu melalui penyebaran rute pada kawasan tertentu.

Kurang adanya keseimbangan terhadap pertambahan jumlah
pertambahan ruas jalan dengan peningkatan volume kendaraan dan
bertambahnya Pusat perbelanjaan, minimarket, dan jenis bangunan lainnya
yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama
sekali tidak memiliki lahan parkir. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Majalengka, sementara untuk penyediaan lahan
yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar
Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam
penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara,
observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan
pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian
yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa
menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di
lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti
bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis
deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human
instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Utnuk dapat menjadi instrumen, maka
peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga
mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi
sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA TEORI

Dalam upaya mencapai tujuan dari misi Kepala Daerah diatas, maka
dituangkan kedalam Misi Kabupaten Majalengka yaitu “(3) Meningkatkan
kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan
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sektor- sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang
berintegritas, profesional, humanis, dan melayani”’. Adapun fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Majalengka yang terkait dengan misi tersebut
yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang perhubungan agar mobilitas penduduk, aksesibilitas sarana dan
prasarana jalan, manajemen kebutuhan lalu-lintas dan keselamatan berlalu-
lintas meningkat.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka menurut Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka meliputi:

1. Peningkatann mobilitas penduduk;
2. Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan;

3. Peningkatan manajemen kebutuhan lalu lintas;
4. Tuntutan peningkatan keselamatan berlalu-lintas.

Perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor di
Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan
perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Penambahan bangunan baru
menjadi salah satu bertambahnya tingkat kemacetan lalu lintas di
Kabupaten Majalengka,
berdirinya bangunan baru akan menimbulkan tarikan pergerak baru,
dengan munculnya tarikan pergerakan baru maka akan berimplikasi pada
peningkatan volume arus kendaraan pada koridor-koridor jalan di sekitar
pembangunan baru. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor
yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum
yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak
cukup nyaman.

Jalan arteri pada waktu-waktu padat kendaraan mengakibatkan
penumpukkan dan kemacetan kendaraan yang padat. Salah satu lokasi yang
rawan terjadinya suatu kemacetan ialah persimpangan. Kemacetan yang
terjadi seperti di persimpangan Bundaran Kadipaten, adalah masalah serius
dikarenakan lokasi tersebut merupakan jalan yang menghubungkan Jalan
Cirebon-Bandung, Jalan Kertajati-Kadipaten, dan Jalan Majalengka.
Bundaran Kadipaten merupakan simpul penting yang menghubungkan
beberapa daerah dan kawasan permukiman. Selain itu, Bundaran Kadipaten
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merupakan simpul transportasi yang strategis karena menghubungkan pusat
kota Sumedang-Majalengka-Cirebon dengan kawasan permukiman di
sekitarnya serta menjadi akses utama ke untuk menuju ke kota-kota
tersebut. Bundaran Kadipaten merupakan salah satu titik kemacetan yang
sering dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Kemacetan tersebut
disebabkan oleh volume kendaraan yang tinggi dan penggunaan lajur yang
tidak efektif. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang lama,
peningkatan polusi wudara, serta menurunnya produktivitas dan
kenyamanan pengguna jalan.

Selain itu, kemacetan di bundaran Kadipaten juga dapat memicu
kemacetan di jalan-jalan terkait dan mengganggu kelancaran aktivitas
warga sekitar. Analisis yang teliti terhadap kondisi lalu lintas dan
kebutuhan pengguna jalan diperlukan dalam pemilihan skema pengalihan
yang tepat. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, masalah kemacetan di
bundaran Kadipaten dapat diatasi.

Kemudian Jalan Raya Cihaur merupakan jalan kolektor yang
menghubungkan berbagai kecamatan dikabupaten Majalengka sehingga
banyak dilintasi berbagai kendaraan, dari mulai roda dua sampai kendaraan
bermuatan berat. Kondisi jalan Raya Cihaur sudah tidak dapat melayani
pengguna jalan dengan baik karena kerusakan yang terjadi, Hal ini dapat
dilihat dari permukaan jalan yang permukaan aspalnya mulai terkelupas,
amblas, berlubang serta retak-retak dan tergenang air pada saat musim
penghujan. Kerusakan jalan ini tentunya menyebabkan kerugian bagi para
pengguna jalan seperti kecelakaan lalu lintas, waktu tempuh yang lama,
terjadinya kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

Dibidang pemerintah tidaklah kalah pentingnya masalah pelayanan,
bahkan peranannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum,
untuk mencapai kualitas pelayanan tersebut, maka perlu disusun suatu
upaya atau ketentuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kaplan dan Norton (2004:34-32) sebagai berikut:

“Strategi mendeskripsikan bagaimana organisasi bertujuan untuk
menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan
masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini
adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang
menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk
pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor."
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Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk
memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan
eksternal dan kemampuan internal. Chandler (Rangkuti, 2001:3) bahwa
terdapat tiga indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu strategi,
meliputi:

1. Tujuan dan arah jangka panjang;

2. Program tindak lanjut;
3. Prioritas alokasi sumber daya;

PEMBAHASAN

Sebagai salah satu unsur pemerintah Tingkat I Jawa Barat Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) bertugas melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui
Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya yang ditetapkan yang
disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Barat
khusunya dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat. Tugas dan
wewenang DLILAJ adalah mengawasi terselenggaranya urusan lalu lintas
di daerah terutama dalam hal perijinan angkutan antar provinsi baik otobis
maupun truk. Disamping itu juga sebagai delik-delik lalu lintas serta
penguji kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 27
Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Majalengka, menyatakan bahwa Dinas
Perhubungan Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok
merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perhubungan
yang meliputi Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan Jalan, Bidang
Lalu Lintas, dan Bidang Prasarana Perhubungan.

Tujuan bersama merupakan ciri utama organisasi yang membedakan
dengan kelompok. Bahkan tujuan dari organisasi itu
seharusnyadiumumkan dan disuarakan oleh pemimpin atau yang diakui
pelbagai orang yang pantas didengar. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri
bahwa tiap anggota pasti memiliki tujuan-tujuan pribadi yang tidak persis
sama dengan anggota lainya, akan tetapi mereka berkumpul dikarenakan
tujuan organisasi/tujuan bersama tersebut merupakan bagian dari tujuan-
tuyjuan mereka dalam hidup dan bahkan saat tujuan organisasi belum
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tercapai, pencapaian mereka terhadap tujuan pribadi sudah hampir

terpenuhi. Organisasi yang sangat kompak dan erat adalah yang memiliki

tujuan yang sama dengan tiap anggotanya terlebih anggota mereka yang
berada ditataran bawah.

Kemacetan lalulintas sangat sulit dihilangkan karena dikota besar
baik yang diluar maupun di Kabupaten Majalengka, namun kemacetan bisa
dikurangi. Kemacetan disebabkan oleh beberapa Indikator salah satunya
volume kendaraan yang meningkat tiap harinya, karena pemerintah belum
bisa membatasi kendaraan-kendaraan yang keluar di Dealer Perusahaan
Otomotif. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Majalengka sudah
bekerjasama dengan Dinas Perhubungan melaksanakan Program One Way
Traffic atau jalan satu arah ini merupakan staregi organisasi agar
terhindar dari kemacetan yang bisa terjadi karena jalan persimpangan
memicu adanya kemacetan, namun hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Strategi Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka belum
cukup maksimal memainkan perannya dalam mengatasi kemacetan di
Kabupaten Majalengka dilihat dari kurangnya tindakan tegas dari Petugas
Dinas Perhubungan dalam menertibkan dan mendisiplinkan pengendara
lalulintas seperti contoh pelanggar yang memakir liar dipusat perbelanjaan,
hal tersebut terjadi ketika tidak ada petugas namun sudah di pasang
pamvlet dilarang parkir namun itu tetap dilanggar mengakibatkan
kemacetan. Juga para pedagang liar yang berjualan di lorong bahkan
dipinggir jalan belum adanya penindakan tegas dari Pemerintah dan Dinas
Perhubungan dalam mengatur tertib lalulintas.

a. Visi dan misi organisasi, yang menjelaskan tentang apa yang
hendak dicapai organisasi dalam jangka panjang dan peran apa yang
harus diemban oleh organisasi sehingga akan mampu mencapai cita-
cita masa depannya. Visi dan misi didasari oleh pandangan dan
keyakinan yang bersumber dari nilai yang dianut organisasi.

b. Strategi, yang menjelaskan tentang cara yang diambil organisasi dalam
mencapai cita-cita masa depannya (visi). Dalam organisasi yang
berbasis nilai, kesadaran strategis yang berorientasi pada human focus
(berfokus pada manusia) harus diprioritaskan. Di dalam organisasi
berbasis nilai, faktor manusia menjadi faktor kunci atau faktor inti
dalam penggerakan organisasi dan pencapaian tujuan.

570



JURNAL PRINSIP VOLUME 1 No.1 2024
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN XxxX-XxXX P-ISSN XXXX-XXXX
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2952

Received : 22 Okt 2024
Accepted : 22 Okt 2024
Published : 22 Okt 2024

c. Organization Policy, yang menjelaskan kebijakan-kebijakan yang
diambil organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan strategi. Organisasi
memutuskan, memberikan dukungan dan memberikan prioritas-prioritas yang
harus diutamakan dalam rangka berjalannya strategi. Kebijakan
dilahirkan dengan panduan nilai dan semangat untuk mengembangkan
nilai.

d. Organization Culture, yang menggambarkan kebiasaan, pola perilaku,
dan dinamika orang-orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi telah
mampu mengibah kebijakan menjadi aktivitas praktis dan perilaku. Kegiatan
orang-orang yang ada didalam organisasi merefleksikan pemahaman dan
implementasi nilai-nilai yang dianutnya.

Strategi Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka terkait
mengatasi permasalahan lalu lintas belum cukup maksimal dalam
menggerakan petugas-petugas lapangan Dinas Perhubungan dalam
menindaki atau mendisiplinkan pelanggar lalulintas.

Setiap organisasi membutuhkan strategi program dan perencanaan.
Perencanaan merupakan aktivitas awal dari organisasi untuk memilih
sasaran dan menetapkan tujuan serta Strategi untuk mencapainya.
Perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan
organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara
menyeluruh, serta merumuskan sistem secara menyeluruh, terintegrasi dan
mengkoordinasi seluruh aktivitas organisasi pada pencapaian tujuan
organisasi. Dengan demikian Strategi Instansi dalam perencanaan
merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipersiapkan secara matang
bagi organisasi yang berkelanjutan. Dalam menyusun perencanaan
program kerja, harus memperhatikan secara menyeluruh maka akan
mendapatkan tujuan yang jelas untuk menggerakan roda organisasi dan
memutuskan program kerja yang strategis kedepan.

Strategi Program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Majalengka adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan
transportasi. Hasil penelitian ini menujukan strategi program dalam
mengatasi kemacetan di Kabupaten Majalengka sudah dengan standard
operasional prosedur (SOP) yang di tetapkan, dalam standar operasional
prosedur tersebut Dinas Perhungan Kabupaten Majalengka melaksanakan
rapat-rapat untuk membahas programprogram yang akan dilaksanankan
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program jangka pendek maupun jangka panjang, Setelah program
diputuskan maka hasil program itu akan di realisasikan.

Namun di Dinas Perhubung Kabupaten Majalengka sendiri masih
ada kecenderungan atau masalah dalam strategi program terkait mengatasi
permasalahan kemacetan, yakni peningkatan penggunaan kendaraan
pribadi di Kabupaten Majalengka, dikarenakan antara lain:

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan;

2. Meningkatnya daya beli kendaraan;

3. Meningkatnnya harga tanah di pusat kota mengakibatkan yang jauh
dari pusat kota sehingga tidak tercakup oleh layanan angkutan umum.

4. Kurangnya rasa nyaman ketika menggunakan angkutan umum dan
perjalanan yang lama saat menggunakan angkutan umum.

Terdapat 12 aspek penyebab kemacetan utama di Kabupaten
Majalengka, yaitu:
Marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas;
Disiplin pengemudi angkutan umum;
Parkir pada badan jalan;
Keluar masuk kendaraan pada fasiliras pendidikan;
Volume penggunaan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan
penambahan aksesibilitas maupun dimensi jalan; Pasar tumpah; PKL;
Jalur  Perlintasan  sebidang; Genangan/banjir; Kualitas/kondisi
infrastruktur jalan; Terpusatnya kegiatan pada pusat kota; Kesadaran
masyarakat.

Al e

Program tindak lanjut dalam lalu lintas adalah pengelolaan dan
pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan
prasarana yang ada melalui peredaman atau pengecilan tingkat
pertumbuhan lalu lintas, memberikan kemudahan kepada angkutan yang
efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem
pergerakan.

Tujuan dengan dilakukannya strategi pelayanan lalu lintas adalah:

a. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara
menyeluruh dengan tingkat aksessbilitas yang tinggi dengan
menyeimbangkan permintaan dengan saran penunjang yang tersedia.

b. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima
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oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik
mungkin.

c. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana arus
lalu lintas tersebut berada

d. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien ataupun
penggunaan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil dari pada
energi yang ada.

Kepadatan lalu lintas pada jam sibuk di bundaran Kadipaten sangat
tinggi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih efektif untuk mengatasi
kemacetan lalu lintas Salah satu langkah strategis yang dapat diambil
dalam mengatasi kemacetan di bundaran Kadipaten adalah dengan
menerapkan skema pengalihan lalu lintas yang efektif. Skema pengalihan
lalu lintas yang tepat dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas
dan meningkatkan kinerja lalu lintas di bundaran Kadipaten.

Solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di bundaran Kadipaten
adalah dengan menerapkan skema pengalihan lalu lintas yang tepat yakni
skema pengalihan lalu lintas dapat berupa pengaturan lajur, penerapan one-
way system, penambahan jalan bypass atau underpass, dan lain
sebagainya. Dalam memilih skema pengalihan lalu lintas, perlu
dilakukan analisis yang teliti terhadap kondisi lalu lintas dan
kebutuhan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan
yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah kemacetan di bundaran
Kadipaten.

Pemerintah setempat telah berupaya upaya menerapkan skema
pengalihan lalu lintas di bunderan Kadipaten seperti one way system telah
diterapkan pada bunderan Kadipaten. Namun, kemacetan dan kepadatan
lalu lintas dibunderan tersebut belum menurun sepenuhnya, hal ini terjadi
karena bunderan Kadipaten merupakan jalur utama yang menuju kota-kota
besar yaitu Bandung-Cirebon serta daerah industri seperti Jatiwangi dan
Kertajati yang menyebabkan banyak kendaraan besar yang melalui jalur
tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap skema
pengalihan yang diterapkan di bunderan Kadipaten sehingga dapat
ditemukan permasalahan dan solusi yang lebih baik untuk kedepannya.

Adapun program-program tindak lanjut dalam strategi pelayanan
lalu lintas diantaranya:
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. Pengendalian ruas

Arus lalu lintas yang melalui ruas dapat ditingkatkan unjuk kerjanya
dengan menurunkan friksi yang terjadi antara kendaraan yang berlawanan
arah, dengan sistem jalan satu arah. Disamping menurunkan angka
kecelakaan juga menurunkan konflik dipersimpangan, serta meningkatkan
kapasitas jaringan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kapasitas jalan adalah dengan sistem arus pasang surut. Dalam Upaya
meningkatkan  keselamatan serta  meningkatkan  kapasitas ruas
dapat dilakukan dengan mengelola kecepatan yang sedemikian sehingga,
efisiensi dan faktor keselamatan dapat ditingkatkan.

. Jalan Satu Arah

Dengan meningkatnya arus lalu lintas banyaknya titik-titik konflik
antar kendaraan dengan kendaraan lain maupan dengan pejalan kaki, hal ini
mendorong di perlakukannya penerapan jalan satu arah. Jalan satu arah
dilakukan secara dua cara:

a. Jalan satu arah yang permanen

b. jalan satu arah sementara, dimana pada saat jam sibuk dibuat jalan
satu arah tetapi pada jam tidak sibuk merupakan jalan dua arah

. Pengendalian Persimpangan

Secara garis besar pengendalian persimpangan dengan alat pemberi

isyarat mencakup hal hal sebagai berikut:

a. Dasar pengendalian pemberi isyarat lalu lintas

b. Tata letak dari persimpangan yang dikendalikan dengan alat pemberi
isyarat lalu lintas

c. Cara perhitungan waktu isyarat dari alat pemberi isyarat lalu lintas

Penerapan alat pemberi isyarat lalu lintas pada jalan dengan kecepatan

tinggi.

Pada persimpangan yang menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas,
konflik antar arus lalu lintas dikendalikan dengan isyarat lampu, konflik
dapat dihilangkan dengan melepaskan hanya satu arah lalu lintas, tetapi
akan mengakibatkan hambatan yang besar bagi arus arus dari
kaki persimpangan lainnya dan secara keseluruhan mengakibatkan
penggunaan persimpangan tidak efisien.

Menurunkan hambatan dan meningkatkan kapasitas di persimpangan
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yang menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas dapat dilakukan dengan

langka langka sebagai berikut.

1. Menggunakan tahap sesedikit mungkin

2. Arus yang yang memasuki persimpangan harus dapat di tamping

3. Waktu vyang dialokasikan untuk masing masing tahap harus
mememenuhi kebutuhan

4. Bila memungkinkansebaiknya koordinasikan pengendalian lalu lintas
dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang berdekatan, sehingga dapat
meningkatan effesiensi (terbentuknya kelompok kendaraan)

Dalam upaya mengurangi aspek penyebab kemacetan, selain Dinas
Perhubungan, DPU terlibat dalam lingkup aspek kualitas/kondisi
infrastruktur jalan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan,
yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah
ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana
yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan
hasil survey kondisi jalan yang telah dilaksanakan, jalan dengan kondisi
pelayanan mantap adalah sepanjang 574.929 m dari 625.798 m panjang
jalan yang disurvey, atau sebesar 91,87%. Tidak ada standar nasional yang
mengatur tentang tingkat kemantapan jalan.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian aspek kualitas/kondisi
infrastruktur jalan antara lain adalah:

1. Keterbatasan dalam berbagai aspek, terutama aspek pendanaan
(rasionalisasi anggaran) dan aspek teknis (pembatasan aktivitas).

2. Dari aspek pendanaan, anggaran untuk pemeliharaan berkala jalan yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
Kebinamargaan mengalami rasionalisasi sebesar 80% dari anggaran
APBD Murni sebesar Rp. 262.989.974.310 menjadi Rp. 55.218.382.161
pada APBD Perubahan.

3. Lingkup survey kondisi jalan baru mencakup 625 km dari 950 km
panjang jalan keseluruhan, sehingga data kondisi jalan yang tersedia
belum tentu merepresentasikan kondisi kemantapan jalan yang
sesungguhnya.

Sedangkan faktor pendukung pencapaian aspek kualitas/kondisi
infrastruktur jalan antara lain adalah:

1. Realisasi pemeliharaan berkala jalan melebihi target yang telah
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ditetapkan dalam anggaran perubahan, dimana dari target luas
perkerasan jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual sebesar
152.030 m2, telah dicapai realisasi sebesar 224.219 m2.
Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan melalui kegiatan operasi dan
pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahan,
Telah berjalannya rehabilitasi jalan secara insidental yang dilaksanakan
oleh UPT Produksi Campuran Aspal, telah berjalannya pengendalian
mutu bahan konstruksi yang dilaksanakan oleh UPT Laboratorium
Bahan Konstruksi.

Beberapa solusi yang dapat dupayakan dalam rangka mendukung

tercapainya aspek pencapaian aspek kualitas/kondisi infrastruktur jalan

adalah sebagai berikut:

I. Menyempurnakan dan memutakhirkan data jalan kota agar tersedia
informasi yang lengkap dalam perencanaan penyelenggaraan jalan

2. Melaksanakan preservasi kondisi jalan secara strategis dengan
menyusun skala prioritas preservasi kondisi jalan

3. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan
kondisi jalan-jalan dalam kondisi sudah mantap

KESIMPULAN

1. Strategi program dalam mengatasi kemacetan di Kabupaten Majalengka

sudah dengan standard operasional prosedur (SOP) yang di tetapkan,
dalam standar operasional prosedur tersebut Dinas Perhungan
Kabupaten Majalengka melaksanakan rapat-rapat untuk membahas
program-program yang akan dilaksanankan program jangka pendek
maupun jangka panjang, Setelah program diputuskan maka hasil
program itu akan di realisasikan. Pemerintah Kabupaten Majalengka
sudah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan melaksanakan Program
One Way Traffic atau jalan satu arah ini merupakan strategi organisasi
agar terhindar dari kemacetan yang bisa terjadi karena jalan
persimpangan memicu adanya kemacetan, namun hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Strategi Instansi Dinas Perhubungan

Kabupaten Majalengka belum cukup maksimal memainkan
perannya dalam mengatasi kemacetan di Kabupaten Majalengka dilihat dari
kurangnya tindakan tegas dari Petugas Dinas Perhubungan dalam menertibkan
dan mendisiplinkan pengendara lalulintas seperti contoh pelanggar yang
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memarkir liar dipusat perbelanjaan, hal tersebut terjadi ketika tidak ada petugas
namun sudah di pasang pamvlet dilarang parkir namun itu tetap dilanggar
mengakibatkan kemacetan. Namun di Dinas Perhubung Kabupaten Majalengka
sendiri masih ada kecenderungan atau masalah dalam strategi program terkait
mengatasi permasalahan kemacetan.

2. Program-program tindak lanjut dalam strategi pelayanan lalu lintas
diantaranya pengendalian ruas, jalan satu arah, dan pengendalian
persimpangan. Program tindak lanjut dalam lalu lintas termasuk
pengelolaan dan pengendalian arus lau lintas dengan melakukan
optimasi penggunaan prasarana yang ada melalui peredaman atau
pengecilan tingkat pertumbuhan lalu lintas, memberikan kemudahan
kepada angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan serta
memperlancar sistem pergerakan.

Hal ini bertujuan mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan
lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksessbilitas yang tinggi;
meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima
oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik
mungkin; melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan
dimana arus lalu lintas tersebut berada; dan mempromosikan
penggunaan energi secara efisien ataupun penggunaan energi lain yang
dampak negatifnya lebih kecil dari pada energi yang ada.

3. Terkait prioritas alokasi sumber daya, dalam mengatasi permasalahan
kemacetan di Kabupaten Majalengka maka Dinas Perhubungan harus
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kordinasi yang baik
antara pimpinan dan bawahan sehingga mampu mengatasi dan mengatur
arus kepadatan lalulintas di Kabupaten Majalengka. Kemudian dalam
menjalan tugas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta
visi misi Dinas yang sudah ditetapkan, Dinas perhubungan Kabupaten
Majalengka sudah menyediakan sumber daya manusia seperti petugas di
lapangan, namun dalam hasil penelitian dilapangan Informan
berpendapat bahwa kualitas sumberdaya pendukung atau petugas belum
maksimal dalam bekerja karena ada beberapa titik kemacetan yang tidak
ada petugas dalam mengatur jalannya lalu lintas dan juga hanya di tiap-
tiap saat jam tertentu petugas ada dalam mengatur lalu-lintas.
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